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MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017  

TENTANG

PENETAPAN PETA FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	 : 	 a. 	 bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, Menteri wajib 
menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut 
sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan 
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut nasional; 

		  b. 	 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.14/MenLHK/ Setjen/Kum.1/2/ 2017 
tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi 
Ekosistem Gambut, perlu menetapkan Peta Fungsi 
Ekosistem Gambut Nasional Skala 1:250.000;

		  c. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf 
b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Fungsi 
Ekosistem Gambut Nasional;
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Mengingat	 : 	 1.	 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

		  2. 	 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang;

		  3. 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

		  4. 	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospasial;

		  5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016;

		  6. 	 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

		  7. 	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan;

		  8. 	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.14/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang 
Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi 
Ekosistem Gambut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	 : 	 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PETA FUNGSI 
EKOSISTEM GAMBUT NASIONAL.

KESATU 	 : 	 Menetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional 
dengan skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima 
puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam peta Lampiran 
Keputusan Menteri ini. 

KEDUA 	 :	 Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Amar KESATU digunakan sebagai acuan 
dalam penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan 
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

KETIGA	 : 	 Sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut seluruh Indonesia 
disajikan pada skala 1:5.000.000 (satu banding lima juta).

KEEMPAT 	 : 	 Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Amar KESATU terdiri dari fungsi lindung 
dan fungsi budidaya.
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KELIMA 	 : 	 Luas Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KESATU, fungsi lindung seluas 
12.398.482 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh 
delapan ribu empat ratus delapan puluh dua) hektar dan 
fungsi budidaya seluas 12.269.321 (dua belas juta dua 
ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu) 
hektar, dengan perincian per pulau sebagai berikut:

		  a. 	 Pulau Sumatera, fungsi lindung seluas 4.985.913 
(empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu 
sembilan ratus tiga belas) hektar dan fungsi budidaya 
seluas 4.618.616 (empat juta enam ratus delapan 
belas ribu enam ratus enam belas) hektar;

		  b. 	 Pulau Kalimantan, fungsi lindung seluas 4.094.203 
(empat juta sembilan empat ribu dua ratus tiga) 
hektar dan fungsi budidaya seluas 4.310.614 (empat 
juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus empat belas) 
hektar;

		  c. 	 Pulau Sulawesi, fungsi lindung seluas 28.305 (dua 
puluh delapan ribu tiga ratus lima) hektar dan fungsi 
budidaya seluas 34.985 (tiga puluh empat ribu 
sembilan ratus delapan puluh lima) hektar;

		  d. 	 Pulau Papua fungsi lindung seluas 3.290.061 (tiga 
juta dua ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu)  
hektar dan fungsi budidaya seluas 3.305.106 (tiga juta 
tiga ratus lima ribu seratus enam) hektar.

		  sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM 	 : 	 Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Amar KESATU dapat dilakukan revisi 
berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi dan 
Kabupaten/Kota skala 1:50.000 (satu banding lima puluh 
ribu).

KETUJUH 	 : 	 Revisi Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dilakukan 
setiap 6 (enam) bulan sekali dan ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan.

KEDELAPAN 	 : 	 Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 (satu 
banding lima puluh ribu) ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan.

KESEMBILAN 	 : 	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



4

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd. Ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA

Tembusan:

1. 	 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 	 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. 	 Menteri Dalam Negeri;
4. 	 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 	 Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN;
6. 	 Menteri Pertanian;
7. 	 Kepala Badan Informasi Geospasial;
8. 	 Kepala Badan Restorasi Gambut;
9.	 Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan;
10. 	 Gubernur Aceh;
11. 	 Gubernur Sumatera Utara;
12. 	 Gubernur Sumatera Barat;
13. 	 Gubernur Sumatera Selatan;
14. 	 Gubernur Bengkulu;
15. 	 Gubernur Jambi;
16. 	 Gubernur Lampung;
17. 	 Gubernur Riau;
18. 	 Gubernur Kepulauan Riau;
19. 	 Gubernur Bangka Belitung;
20. 	 Gubernur Kalimantan Timur;
21. 	 Gubernur Kalimantan Utara;
22. 	 Gubernur Kalimantan Selatan;
23. 	 Gubernur Kalimantan Barat;
24. 	 Gubernur Kalimantan Tengah;
25. 	 Gubernur Sulawesi Barat;
26. 	 Gubernur Sulawesi Tengah;
27. 	 Gubernur Papua;
28. 	 Gubernur Papua Barat.



L A M P I R A N

SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017

TENTANG

PENETAPAN PETA FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT NASIONAL
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